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No0.358, 2010 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Produks.
Pangan Olahan.

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 75/M-IND/PER/7/2010
TENTANG
PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
(GOOD MANUFACTURING PRACTICES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwadalam rangka pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal
10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, perlu menetapkan
Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good
Manufacturing Practices);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
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144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3656);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah
beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3330);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Ketentuan Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisass Kementerian
Negara;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungs Kementerian


http://www.djpp.depkumham.go.id

3 2010, No.358

Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu I
Periode Tahun 2009-2014;

12. Peraturan  Menteri Perindustrian  Nomor  01/M-
IND/PER/3/2005 tentang Organisas dan Tata Kerja
Departemen Perindustrian;

13. Peraturan  Menteri Perindustrian  Nomor  52/M-
IND/PER/4/2010 tentang tentang Kedudukan dan Tugas
Pgjabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan
Struktur Organisasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG
BAIK (GOOD MANUFACTURING PRACTICES).

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good
Manufacturing Practices) yang selanjutnya disebut CPPOB sebagamana
tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini sebagal pedoman umum dalam
memproduksi pangan olahan.

Pasal 2

Pedoman CPPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi
industri  pengolahan pangan, pembina industri pengolahan pangan dan
pengawas mutu dan keamanan pangan olahan.

Pasal 3

(1) Pedoman CPPOB sebagamana dimaksud dalam Pasal 1 dapat
diberlakukan secara wajib terhadap produk pangan olahan yang dianggap
kritis yang membutuhkan pengelolaan secara sangat hati-hati.

(2) Direktur Jenderal pembina industri pangan olahan menetagpkan petunjuk
teknis CPPOB terhadap produk pangan olahan yang diberlakukan secara
waib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 19 Juli 2010

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 26 Juli 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 75/M-IND/PER/7/2010
TANGGAL :19 Juli 2010

PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
(GOOD MANUFACTURING PRACTICES)

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengantisipasi persaingan perdagangan global yang semakin
ketat, perlu peningkatan daya saing produk industri, termasuk produk industri
pengolahan pangan. Peningkatan daya saing tersebut antara lain akan dicapai apabila
industri pengolahan pangan mampu memproduksi pangan olahan yang bermutu dan
aman untuk dikonsumsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Menteri Perindustrian menetapkan
Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sebagai acuan umum
bagi:

a. industri pengolahan pangan dalam merencanakan, membangun dan
mengoperasikan perusahaannya dalam memproduksi dan menyediakan produk
yang aman dan layak dikonsumsi manusia;

b. Pembina industri pengolahan pangan dalam pengaturan dan pengembangan
industri pengolahan pangan; dan

c. Pengawas mutu dan keamanan pangan olahan dalam melakukan audit.
Penerapan CPPOB diperlukan untuk:

a. mencegah tercemarnya pangan olahan dari cemaran biologi, kimia/fisik yang dapat
mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;

b. membunuh atau mencegah berkembang biak jasad renik patogen serta
mengurangi jumlah jasad renik lain yang tidak dikehendaki; dan

c. mengendalikan produksi melalui pemilihan bahan baku, penggunaan bahan
penolong, penggunaan bahan pangan lainnya, penggunaan bahan tambahan
pangan (BTP), pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan/ pengangkutan.

Pedoman CPPOB terdiri atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu “harus” (shall),
“seharusnya” (should), dan “dapat” (can), yang diberlakukan terhadap semua lingkup
yang terkait dengan proses produksi, pengemasan, penyimpanan dan atau
pengangkutan pangan olahan dengan rincian sebagai berikut:

a. persyaratan “harus”;
b. persyaratan “seharusnya”; atau
C. persyaratan “dapat”.

2. MAKSUD

Pedoman CPPOB ini dimaksudkan sebagai acuan umum bagi industri pengolahan
pangan dalam menghasilkan produk yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.
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